[ SALINAN ]

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang :

Mengingat

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun
1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi
Utara — Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan -
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2687);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

4 Peraturan Pemerintah . . .
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara REpublik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2017 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 87);

7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 05
Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor 92);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018 berupa laporan keuangan yang memuat :

g.

M0 a0 o

Laporan Realisasi Anggaran;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Laporan Perubahan Ekuitas; dan

Catatan Atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp 3.881.148.079.297,17
b. Belanja Rp 3.628.013.037.630,17
Surplus/Defisit Rp 253.135.041.667,00

c. Pembiayaan . . .
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C.

Pembiayaan

1. Penerimaan Rp 225.583.754.260,97

2. Pengeluaran Rp 39.184.000.000,00

Surplus/Defisit Rp 186.399.754.260,97

SILPA Rp 439.534.795.927,97
Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
sebagai berikut :

a.

Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah
Rp 29.948.108.292,84 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp 3.831.056.066.096,00

2. Realisasi Rp 3.881.148.079.297,17
Selisih lebih/(Kurang) Rp 50.092.013.201,17

Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah

Rp(368.446.094.602,80) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp 3.996.473.283.397,97

2. Realisasi Rp 3.628.013.037.630,17
Selisih lebih / (Kurang) Rp (368.460.245.767,80)

Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah

Rp. 398.414.100.732,80 dengan rincian sebagai berikut :

1. Surplus / Defisit setelah perubahan Rp (165.417.217.301,97)

2. Realisasi Rp 253.135.041.667,00
Selisih lebih / (Kurang) Rp 418.552.258.968,97

Selisih Anggaran Penerimaan Pembiayaan dengan Realisasi Penerimaan
Pembiayaan sejumlah Rp(33.463.041,00) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Setelah Perubahan Rp 225.617.217.301,97
2. Realisasi Rp 225.583.754.260,97
Selisih lebih / (Kurang) Rp (33.463.041,00)

Selisih Anggaran Pengeluaran Pembiayaan dengan Realisasi Pengeluaran
Pembiayaan sejumlah Rp(21.016.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Setelah Perubahan Rp 60.200.000.000,00
2. Realisasi Rp 39.184.000.000,00
3. Selisih lebih / (Kurang) Rp (21.016.000.000,00)

Selisih  Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan netto sejumlah
Rp16.536.509.900,25 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Setelah Perubahan Rp 165.417.217.301,97

2. Realisasi Rp 186.399.754.260,97

Selisih lebih / (Kurang) Rp 20.982.536.959,00
Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember
Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset Rp 5.302.997.696.496,89

b. Jumlah Kewajiban Rp 63.266.382.356, 25

c. Jumlah Ekuitas Rp 5.239.731.314.140,64
Pasal 5. ..
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Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Arus kas dari aktivitas operasi Rp 711.588.490.641,67
b. Arus kas dari aktivitas investasi asset non-

keuangan Rp (458.453.448.974,67)
c. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp (39.184.000.000,00)
d. Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp 60.736.422,00
e. Kenaikan/(penurunan) bersih kas Rp 214.011.778.089,00
f. Saldo awal kas di BUD, Kas di Bendahara

Penerimaan, Kas Lainnya, Kas BLUD, Kas BOS Rp 225.524.367.217,97
g. Saldo akhir kas di BUD, Kas di Bendahara

Penerimaan, Kas Lainnya, Kas BLUD, Kas BOS Rp 439.536.145.306,97
h. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp -
Saldo akhir kas per 31 Desember Tahun 2018 Rp 439.536.145.306,97

—e

Pasal 6
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai

berikut :

Kegiatan Operasional

a. Pendapatan Rp 3.605.313.978.384,14

b. Beban Rp 3.446.244.561.365,79

Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional Rp 159.069.417.018,35

c. Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Rp 1.118.401.261,68

d. Pos luar biasa Rp 237.449.600,00

Surplus/ (Defisit) LO Rp 159.950.368.680,03
Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 225.617.217.301,97
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun

Tahun Berjalan Rp 225.583.754.260,97

Sub Total Rp 33.463.041,00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

(SILPA/SIKPA) Rp 439.534.795.927,97

Sub Total Rp 439.568.258.968,97
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun

Sebelumnya Rp (33.463.041,00)
e. Lain-Lain Rp -

Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 439.534.795.927,97

Pasal 8 . ..



Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)

huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018

sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal

b. Surplus/Defisit-LO

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/
Kesalahan Dasar :

Rp 5.401.008.806.490,17
Rp 159.950.368.680,03

1. Koreksi Nilai Persediaan Rp -
2. Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp -
3. Koreksi Ekuitas Lainnya Rp (321.227.861.029,56)

d. Ekuitas Akhir

Rp 5.239.731.314.140,64

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi secara kuantitatif dan
kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXI terdiri atas :

a.

S o oo

[

T
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Lampiran I
Lampiran I.1 :

Lampiran 1.2 :
Lampiran 1.3 :

Lampiran 1.4 :

Lampiran II

Lampiran III :
Lampiran IV :
Lampiran V :
Lampiran VI :
Lampiran VII:

Lampiran VIII:

Lampiran IX :

Lampiran X

Lampiran XI :

Lampiran XII :
Lampiran XIII:
Lampiran XIV:
Lampiran XV :
Lampiran XVI:

Laporan realisasi anggaran,;
Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut
urusan pemerintah daerah dan organisasi;
Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan,
belanja dan pembiayaan;
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program dan kegiatan;
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan Negara;
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Laporan Operasional;
Laporan Perubahan Ekuitas;
Laporan Neraca;
Laporan Arus Kas;
Daftar rekapitulasi piutang daerah;
Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak
tertagih;
Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan
dana bergulir;
Daftar penyertaan modal (Investasi) daerah;
Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan
pengurangan aset tetap daerah;
Daftar rekapitulasi aset tetap daerah;
Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
Daftar rekapitulasi aset lainnya;
Daftar dana cadangan;
Daftar kewajiban jangka pendek;

q. Lampiran XVII . . .
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q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka panjang;

r. Lampiran XVIII : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan
sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali
dalam tahun anggaran berikutnya;

s. Lampiran XIX : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

E Lampiran XX : Data Pegawai

u. Lampiran XXI : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan Daerah.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 11

(1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri

atas:
a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran XXI; dan

b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusah

Daerah tercantum dalam Lampiran XXI.

aan

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 12

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 merupa

hasil yang sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indon
Perwakilan Sulawesi Tengah.

Pasal 13

kan
esia

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diatur dengan

Peraturan Gubernur.
Pasal 14
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratu
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulay
Tengah.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 23 Agustus 2019

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 23 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOHAMAD HIDAYAT

iran
wesi

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019 NOMOR : 114

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (6-196/2019)

Salinan sesugi dengan aslinya




